
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI BANYUMAS 

I FHAl URAN OUPATI BANYUMAS 

NOMOR 0-Tf AHUN 

TENTANG 

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN BANYUMAS 

BUPATI BANYUMAS, 

a. bahwa berkaitan dengan pelayanan one stop service (OSS) di 

Kabupaten Banyumas maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 

Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan 

dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas 

perlu disempumakan; 

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas perlu 

menetapkan kembali Peraturan Bupati Banyumas tentang Uraian 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Banyumas. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Oaerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Oaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, · Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 

2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548): 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3952); 



Menetapkan 

4. Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Organlsasl Porangkat Daoroh (Lemheran Negara Tahun 2003, 

Tambahan Lombnran Nogora Nornor 4262); 

5. Keputusan Bersarna Menter! Pondoyouunoan Aparatur Negara dan 

Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemarintah 

Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat 

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2004 

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 

2004 Nomor 28 Seri D). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN 

FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas. 

3. Bupati adalah Bupati Banyumas. 

4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. 

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah pelaksana sebagian 

r r I b"h dari satu tugas Dinas Lingkungan Hidup yang wilayah kerjanya dapat me Ipu I e 1 

kecamatan. 



7. Perangkat Daerah ndnloh organlsAsl/letnbaga pado pemerintah daerah yang 

bertanggungjawab kepada Bupntl dRlorn rangko penyelenggeraan pomerlntahan yang 

terdiri drui Sekrotariat I noruh, Sokrotarlot I PRO, Dinan Daorah, Lembaga Teknis 

Daemh, Sotuor, Polisi I omo110 Pr ijn, Koc Hnoton dnn Kolurahm, . 

8. Kantor Pelny0nnn P rizhrnn dun lnvontosl ynnu tlolunjutnyu di obut KPPI adalah 

Kantor p layanon Perizlnan dan lnvestasl Kobuputen Banyurnas. 

9. Jnbatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisa<-i yang 

dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan 

tertentu serta bersifat mandiri. 

1 O. Jabatan Fungsional Um urn adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi 

yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan 

tertentu serta mendasarkan petunjuk/perintah dan bertanggung jawab kepada atasan. 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal2 

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri dari 

a. Kepala Dinas. 

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari: 

1. Sub Bagian Umum; 

2. Sub Bagian Keuangan dan Bina Program; 

c. Bidang Pemanfaatan Lingkungan Hidup, terdiri dari: 

1. Seksi Penataan dan Pemulihan; 

2. Seksi Pengembangan dan Kemitraan; 

d. Bidang Kebersihan dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari: 

1. Seksi Kebersihan dan Pertamanan; 

2. Seksi Penyehatan Lingkungan; 

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari: 

1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; 

2. Seksi Pembinaan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; 

f. UPT; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

. . . b gaimana tercantum dalam Lampiran yang (2) Bagan susunan organisas, Dmas se a 

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini. 
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Pasal4 

ntu ' m lak anakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pa al 3. Kop· fa o1 -a­

n m unyai fungsi: 

penetapan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan: 

b. penetapan rencana dan program kerja Dinas; 

c. pengorganisasian pelaksanaan kebijakan teknis , pemberian bimbingan, pembinaan 

dan pengawasan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan: 

d. pemberian pertimbangan dan rekomendasi pelayanan umum di bidang lingkungan 

hidup, kebersihan dan pertamanan; 

e. pengkoordinasian pelaksanaan upaya pelestarian, pemeliharaan dan pencegahan 

penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 

f. penyelenggaraan pemberian informasi pemanfaatan dan pengembangan teknologi 

yang ramah lingkungan; 

g. pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan dan kemitraan bidang lingkungan 

hidup; 

h. pengarahan pelaksanaan inventarisasi , pendataan dan pemutakhiran data: 

i. penyelenggaraan pemberian informasi di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan 

pertamanan; 

J. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta; 

k. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas; 

I. pembinaan terhadap UPT dan Perangkat Daerah lain dalam melaksanakan tuga 

yang dilimpahkan dalam lingkup tugasnya ; 

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

Pasal5 

Uraian tugas Kepala Dinas sebagai borikut: 

a. menetapkan kebijaksanaan tcknis pongolol nn l>idang lingkungan hidup, kebersihan 

dan pertamanan sebagai pedoman pelak anann tugas; 

b. menetapkan rencana program kerja dan jadwal keglatan Dinas Lingkungan Hidup 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 



C. 

d. 

e . 

mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, 

pembinaan dan pengawasan di bidang lingkungan hidup untuk sinkronisasi kegiatan; 

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan 

tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

mengorganisasikan penyelenggaraan administrasi surat-menyurat, keuangan 

kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian serta 

perlengkapan dan rumah tangga dinas agar sesuai dengan kebutuhan dan 

ketentuan yang berlaku; 

f. mengorganisasikan penyelenggaraan kegiatan bidang lingkungan hidup, kebersihan 

dan pertamanan guna optimalisasi pelayanan; 

g. mengorganisasikan pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan kegiatan 

bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan agar terarah dan tepat 

sasaran; 

h. mendelegasikan kewenangan pemberian pertimbangan teknis izin pemanfaatan 

lingkungan hidup yang pelayanannya dilaksanakan oleh KPPI atau Perangkat 

Daerah lain, kepada personil dinas mendasarkan kompetensi dan tugas pokoknya 

guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 

i. meneliti dan menandatangani bahan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) mendasarkan 

peraturan yang berlaku guna memberikan legalisasi; 

j. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang 

lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan sebagai upaya pelestarian, 

pemeliharaan dan pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup; 

k. mengorganisasikan pengembangan dan kemitraan di bidang pemanfaatan 

lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan untuk menciptakan lingkungan hidup 

yang sehat, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; 

I. mengorganisasikan kegiatan inventarisasi pendataan dan pemutakhiran data bidang 

lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan guna optimalisasi pelayanan 

informasi dan perumusan kebijaksanaan; 

m. memberikan informasi kebijaksanaan umum bidang lingkungan hidup, kebersihan 

dan pertamanan kepada pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun 

tidak langsung guna meningkatkan pelayanan dan pemahaman tentang pelestarian 

n. 

serta pemeliharaan lingkungan; 

mengorganisasikan pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan tugas ~ina~ 

yang dilaksanakan UPT dan atau Perangkat Daerah lain melalui rapat koofcimas, 

agar pelaksanaan tugas Dinas efektif, efisien dan tepat sasaran; 



0. 

p. 

q. 

r. 

S. 

melaksanakan koordinasi dalam unit k . 
8 rJ8 • antar unit kerja dengan le b 

masyarakat dan atau masyarakat terkait balk s f • m aga 
. . ecara ormal maupun informal 

mencapa1 sinkronisasi pelaksanaan tugas; guna 

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bowahon . 
sesua1 dengan peraturan dan 

prosedur yang berlaku agar diperolQh hasil kerja yang b d 
. . enar an akurat; 

membunb1ng dan menilai klnerja bawahan guna 
1 men ngkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan tugas; 

melaporkan kegiatan Dinas 

pertanggungjawaban kegiatan; 

Lingkungan Hidup kepada atasan sebagai 

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangk . . 
. . a pencapa1an tuJuan 

orgarnsas1. 

Bagian Kedua 

Kepala Bagian Tata Usaha 

Pasal6 

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan ketatausahaan 

Dinas guna menunjang kegiatan Dinas. 

Pasal7 

Uraian tugas Kepala Bagian Tata Usaha sebagai berikut: 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

g. 

mengkoordinasikan pembuatan rencana dan jadwal kegiatan Sub Bagian di lingkup 

Bagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

mengkoordinasikan pemberian saran dan pertimbangan di bidang tata usaha 

kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan keputusan; 

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan 

tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna 

memperoleh kesatuan pendapat; 

mengarahkan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, 

keprotokolan, kepegawaian pada lingkup Bagian Tata Usaha dan Bidang, 

perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas agar sesuai ketentuan yang berlaku; 

mengarahkan pelaksanaan administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas 

dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan 

kegiatan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi; 

menyampaikan informasi kebijakan strategis Dinas kepada pihak yang 

berkeoentinqan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis; 



h. 

I. 

~ u~· d 1,q, n ~ t nh1fl", Pll 11 1t1H11\ I 'lf'IH nrH1mr I 
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~ 11n~i,n m nil rillc dan volua i pel~ksanaan pro ram kmj~ 1.:1r 

r 1 ,. a i untuk m ng tahui k e uaiannya dengan program k . rja : 

I. 1 t -nl\ a ho ii pelak anaan tugas bawahan sesuai deng n peraturnn d; n 

ur yang berlaku agar diperoleh hasil ke~a yang benar dan akurnt: 

n 111 rikan bimbingan dan penilaian kine~a bawahan guna meningkatk n 

f ktivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; 

n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Bagian Tata Usaha kepada atas n sebag 

pertanggungjawaban kegiatan; 

0 . melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tuju n 

organisasi. 

Paragraf 1 

Kopala Sub Bagian Umum 

Pasal 8 

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok mengelola administrasi surat menyurat 

dan kearsipan, perpustakaan , kehumasan , keprotokolan, kepegawaian lingkup Bagian Tata 

Usaha dan Bidang serta perlengkapan dan rumah tangga Dinas guna kelancaran tugas 

urusan umum. 

Pasal 9 

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum sebagai berikut : 

a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan Sub Bagian Umum sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 
b. memberikan saran dan pertimbangan di bidang administrasi surat menyur · t dan 

kearsipan , perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian k pada atasan 

sebagai bahan masukan pengambilan keputusan; 

membagi tugas kepada bawahan sosuai dengan uralan tugas d n t nggungjawabnya 
C. 

d. 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
melaksanakan koordinasi da\am unit kerja, ant r unit kerja, d ngan lembaga 

. 'k f . al maupun informal guna 
masyarakat dan atau masyarakat terka1t ba1 secara orm · 



e. menyelenggarakan kegiatan admlnistrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, 

kehumasan, keprotokolan, adminlstrasl kepegawaian pada lingkup Bagian Tata 

Usaha dan Bidang, perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas guna kelancaran 

tugas urusan umum; 

f. menyampaikan informasl kobijakon toknls Dinos kopoda plhak yang berkepentingan 

untuk mewujudkan komunlknsl yang slnergls; 

g. menganalisis kebutuhan barang sebagal bahan usulan roncana kebutuhan barang 

Dinas; 

h. rnenyiapkan bahan penyusunan mekanisme kerja dan tata ruang kantor untuk 

rneningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas; 

i. memberikan penjelasan kebijakan umum kepegawaian dalam rangka pembinaan 

pegawai; 

j. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi; 

k. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi pelaksanaan tugas; 

I. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban kegiatan; 

m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. 

Paragraf 2 

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bina Program 

Pasal10 

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bina Program mempunyai tugas pokok mengelola 

d 
· · trasi keuangan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan 

pelaksanaan a minis , _ 
•t · dan evaluasi kegiatan Oinas guna kelancaran urusan keuangan dan bma 

serta morn onng 

program Dinas. 

Pasal 11 

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bina Program sebagai berikut:_ 

rencana dan jadwal kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Bma Program 
a. menyusun 

b. 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; . . k an dan bina program sebagai 

memberikan saran dan pertimbangan d1 b1dang euang 

C. 

bilan keputusan; 
bahan masukan pengam . . tugas dan tanggungjawabnya 
membagi tugas kepada bawahan sesua1 dengan ura1an 

d. 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; . ·t ker1·a dengan lembaga 
. . d I unit kerJa, antar urn , 

melaksanakan koordmas1 a am f I maupun informal guna 

masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara orma 

. . kron·1sasi dalam pelaksanaan tugas; 
mencapa1 sin 8 



e. memberikan penjelasan penyusunan perencanaan beserta anggarannya kepada 

pimpinan satuan organisasl agar sesual dengan program kerja Dlnas; 

f. menyelenggarakan keglaton admlnlstrasl kouangan, penyusunan dokumen 

perencanaan anggaran dan poloporon tormosuk di dolamnya Akuntabilitas Kinerja 

lnstansi Pemerintah/Laporan Akuntabllltas Klnorjo lnstansl Pomorlntah (AKIP/LAKIP) 

serta 1nonltoring dan evaluasl keglatan Dlnas guna membantu kelancaran tugas 

Dinas; 

g. menganalisis pendapatan daerah yang dikelola Dinas sebagai bahan pertimbangan 

dalam menetapkan target pendapatan Dinas; 

h. mengoreksi rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran Dinas dari masing­

masing pimpinan kegiatan agar sesuai dengan standarisasi indeks biaya dan rencana 

strategis Dinas; 

i. memeriksa administrasi keuangan Dinas guna terwujudnya tertib anggaran; 

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi 

untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja; 

k. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur 

yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 

I. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi pelaksanaan tugas; 

m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Bina Program kepada 

n. 

atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; 

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. 

Bagian Ketiga 

Kepala Bidang Pemanfaatan Lingkungan Hidup 

Pasal12 

Kepala Bidang 
Pemanfaatan Ungkungan Hidup mempunyai tugas pokok mengelola 

penataan, pemulihan, 
kegiatan di bidang pemanfaatan lingkungan hidup guna 

pengembangan dan kemitraan pengelolaan lingkungan hidup. 

Pasal13 

Uraian tugas Kepala Bidang Pemanfaatan Lingkungan Hidup sebagai b~rikut: 
ram kerja dan Jadwal kegiatan di 

mengkoordinasikan pembuatan rencana, prog 
a. h'd guna tercapainya sinkronisasi 

lingkup bidang pemanfaatan lingkungan I up 

pelaksanaan kegiatan; . ct· b·dang pemanfaatan 
. n dan pert1mbangan 1 1 

mengkoordinasikan pembenan sara b"lan keputusan; 
lingkungan hidup kepada atasan sebagai bahan masukan pengam , 

b. 



c. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

d. melaksanakan koordinasi penyusunan konsep kebljakan teknis pemanfaatan 

lingkungan hidup agar terwujud sinkronisasi kebljakan teknis Bidang Lingkungan 
Hidup; 

e. mengkoordinasikan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data guna tercapainya 

sinkronisasi dan sebagai bahan perumusan kebijakan untuk program penataan, 

pemulihan, pengembangan, dan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup; 

f. mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pelestarian dan pemulihan kualitas fungsi 

lingkungan untuk mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan; 

g. mengkoordinasikan pengembangan dan kemitraan pengelolaan lingkungan hidup 

dengan kelompok masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan sinkronisasi 

pengelolaan lingkungan hidup; 

h. mengkoordinasikan pengembangan komunikasi lingkungan sebagai media untuk 

menyampaikan pesan pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup; 

i. mengkoordinasikan pengembangan teknologi ramah lingkungan sebagai upaya 

pelestarian fungsi lingkungan; 

j. mengkoordinasikan pengembangan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup untuk 

menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 

k. mengkoordinasikan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan pengelolaan 

lingkungan hid up agar terarah dan terpadu; 

I. mengoreksi bahan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk mengetahui kesesuaian dengan 

ketentuan dan kebutuhan lapangan; 

m. mengkoordinasikan penyusunan dan pendayagunaan sistem informasi lingkungan 

hidup yang baku, mudah, murah, akurat dan kompatibel untuk meningkatkan 

pelayanan informasi lingkungan hidup dan sebagai bahan pengambilan keputusan; 

memberikan informasi kebijakan strategis pemanfaatan lingkungan hidup melalui 

pemberian konsultasi, penyuluhan, diklat dan media lainnya guna meningkatkan arus 

n. 

0. 

p. 

q. 

r. 

informasi pelayanan; 

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna 

mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur 

yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; .. 

k·1ner1·a bawahan guna meningkatkan efekt1v1tas dan membimbing dan menilai 

efisiensi pelaksanaan tugas; ebagai 
L. k gan Hidup kepada atasan s melaporkan kegiatan Bidang Pemanfaatan mg un 

pertanggungjawaban kegiatan; 



s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. 

Paragraf 1 

Kepala Seksi Penataan dan Pemullhan 

Pasal14 

Kepala Seksi Penataan dan Pemulihan mempunyai tugas pokok mengelola penataan, 

pemulihan dan pemeliharaan lingkungan hidup dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan 

hidup. 

Pasal15 

Uraian tugas Kepala Seksi Penataan dan Pemulihan sebagai berikut : 

a. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Seksi Penataan dan Pemulihan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. memberikan saran dan pertimbangan di bidang penataan dan pemulihan lingkungan 

hidup kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan keputusan; 

c. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

d. membuat konsep kebijakan teknis penataan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup 

mendasarkan pada kondisi dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan 

dalam penetapan kebijakan atasan; 

e. melaksanakan penataan lingkungan hidup guna menjamin terpeliharanya daya 

dukung dan daya tampung lingkungan; 

f. melaksanakan penerapan perangkat pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat 

premitif, preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan hidup; 

g. melaksanakan upaya pemulihan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam 

upaya memperbaiki daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 

h. melaksanakan upaya pemeliharaan pelestarian fungsi sumber daya hayati dan non 

hayati dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup; 

i. melaksanakan penerapan baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan 

lingkungan hidup sebagai pedoman penataan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup; 

j. menyiapkan bahan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) mendasarkan ketentuan yang berlaku dan 

hasil koordinasi dengan instansi terkait, sebagai bahan pertimbangan atasan; 

k. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan, dan pemutakhiran data 

penataan dan pemulihan fungsi lingkungan sebagai bahan informasi dan analisis 



I. memberikan informasi kebljakan teknis penataan den pemulihan fungsi lingkungan 

hidup melalui pemberian konsultasl , penyuluhan, diktat dan media lainnya guna 

meningkatkan arus informasi pelayanan; 

m. membina, mombimbing dan mengowasi tugos Dlnas yang dilaksanakan UPT dan atau 

Perangkat Daerah loin mololul pombuoton potunjuk polaksanaan, petunjuk teknis, 

pernberian pondidlkan dan latil1an serta kunjungan lapangan agar pelaksanaan tugas 

dinas yang dilaksanakan efektif dan efisien; 

n. melaksanakan koordinasi daiam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna 

mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

o. membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan tugas; 

p. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur 

yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 

q. melaporkan kegiatan Seksi Penataan dan Pemulihan kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban kegiatan; 

r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. 

Paragraf 2 

Kepala Seksi Pengembangan dan Kemitraan 

Pasal16 

Kepala Seksi Pengembangan dan Kemitraan mempunyai tugas pokok mengelola 

pengembangan dan kemitraan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pelestarian 

fungsi lingkungan hidup; 

Pasal17 

Uraian tugas Kepala Pengembangan dan Kemitraan sebagai berikut: 

a. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Seksi Pengembangan dan 

Kemitraan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. memberikan saran dan pertimbangan di bidang administrasi pengembangan dan 

kemitraan lingkungan hidup kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan 

keputusan; 

c. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

d. membuat konsep kebijakan teknis Seksi Pengembangan dan Kemitraan mendasarkan 

pada kondisi dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam 

penetapan kebijakan atasan; 



e. melaksanakan fasilitasi pelatihan di bidang lingkungan hidup guna meningkatkan 

pelayanan infonnasi; 

f. melaksanakan pengembangan dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan 

dunia usaha dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup; 

g. melaksanakan pengembangan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah 

lingkungan hidup sebagai upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup; 

h. melaksanakan pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan 

sebagai upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 

i. melaksanakan penyusunan sistem informasi lingkungan hidup dan 

menyebarluaskannya kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan informasi 

lingkungan hidup dan sebagai bahan pengambilan keputusan; 

j. menyiapkan data usulan pemberian penghargaan kepada orang/masyarakat atau 

lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup untuk meningkatkan kepedulian dan 

peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup; 

k. melaksanakan pengembangan hasil-hasil penelitian di bidang lingkungan hidup untuk 

mendorong kegiatan penelitian di bidang lingkungan hidup yang bermanfaat bagi 

pelestarian fungsi lingkungan; 

I. membina, membimbing dan mengawasi tugas Dinas yang dilaksanakan UPT dan atau 

Perangkat Daerah lain melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, 

pemberian pendidikan dan latihan serta kunjungan lapangan agar pelaksanaan tugas 

dinas yang dilaksanakan efektif dan efisien; 

m. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna 

mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

n. membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan tugas; 

0. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur 

yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 

p. melaporkan kegiatan Seksi Pengembangan dan Kemitraan kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban kegiatan; 

q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. 
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, 1;: 1 1 ~ K I :11 l3' n K r ihan dan P ny hatan in unr -,1n e g.:1i J~riku 

1ok·oo1rd1na i an mbuatan rencana, program k rja dan j dwal k c k11 

dan Penyehatan Lingkungan guna t re p iny 

anaan k iatan; 

m n koordinasikan pernberian saran dan pertimbangan di bid ng keb r 1h n , 

nyehatan lingkungan kepada atasan sebagai bahan rn ukan p ngambil n 

keputusan; 

c. m njabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk k I near n p lak an n 

tugas; 

d . m lak anakan koordina I dalam unit kerja, antar unit k rja. d ng n I mb g 

ma yaraka1 d n/a1ou m yarakat terkait baik secara formal maupun informal guna 

menc p i inkroni , i anaan tugas: 

e . mengkoordino ik:m p mbuatan konsep kebijakan teknis kebersihan dan penyehatan 

lingkungan g r t rdapat sinkronisasi kebijakan toknis bidang kebersihan dan 

penyehatan lingkung n; 

f. mengkoordina ikan p ny lenggaraan dan fasilitasi pemberian , pembinaan teknis . 

pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan, 

pertamanan , air bersih dan air buangan/limbah agar tercapainya efisiensi 

efektivitas kegiatan ; 

g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Tempat Pembu n an 

hir untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sampah ; 

IAengkoordinasikan penyelenggaraan dan fasilitasi pendataan , p mb, n unc n n 

pengelolaan taman , hutan kota dan ruang terbuka hijau guna t r p~inyc an 

fektivi a k giatan; 

i. mengkoordina ikan p r ncanaan k butuhnn r n d n pra mana 

pengelolaan k b r ihan , p rtanwn, n, nir b rsih d n ir bu n n/limbah guna 

tercapainya efisien i dan fektivitns k giatnn; 

j. mengkoordinasikan p rencanaan teknis , p mbangunnn cl n p ng lolnon p nyediaan 

air bersih guna tercapainya ofisiensi dnn f ktivitas k giat n; 



k. mon{lkoord llA~lkAll polAkAAllAnn ur,aya penlngkRtnn pongetahuan maayarakat dan 

kotrnmpllnn mm~yarnkAt dAlam pongeloleAn SRrAtHJ prasArann kobersihan lingkungan, 

J tn1omnnAn, ah bcrslh den Alt h11A11~011/llmbF1h ager ternrah dan terpadu dalam 
p Ink AIHmnnyH; 

I. mcng~oo, tilrn. Ikon poh,ksnn u,n romblr1uu11 , hlrnhlngori don rmngawasan terhadap 

tugt~ ,m,g dllnk~nnnk1m UPT d m 011111 I 01n11ukut IJ•mroh lain rnolalui pernbuatan 

1 t: tunjuk I ('lok•· nnuun, potunjuk toknlu dun tlnjauur, lopun{J'in uu, r pohk anaan tug.as 

,[mg dilhn1 ohkon ofoktif don efislen: 

m. m m 'rik ·a ha ii pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturnn dan pro-=-cd ,, 

r\; ng b rlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 

n. m mbimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efit ien~ i 
pelaksanaan tugas; 

o. melaporkan kegiatan Bidang Kebersihan dan Penyehatan Lingkungan kepada atasan 

sebagai pertanggungjawaban kegiatan; 

p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 
organisasi. 

Paragraf 1 

Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan 

Pasal20 

Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok mengelola kebersihan 

dan pertamanan guna meningkatkan kebersihan dan keindahan wilayah. 

Pasal21 

Uraian Tugas Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan sebagai berikut: 

a. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Seksi Kebersihan dan 

Pertamanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

memberikan saran dan pertimbangan di bidang kebersihan dan pertamanan kepada 

atasan sebagai bahan masukan pengambilan keputusan; 

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna 

mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

melaksanakan pendataan daerah rawan kebersihan sebagai bahan pengambilan 

keputusan dalam pengelolaan kebersihan; 

k b 'h dan pertamanan untuk melaksanakan perencanaan program pengelolaan e ers1 an 

menjaga kelestarian lingkungan; 



g. melaksanakRn pongelolRon koborslhon di lokosl boncana secara terpadu dengan 

pihak lain sobagol upoyn poloyonon kopado rnasyarokot; 

h. menyelonggarokon dan momfosllltosl potnhlnmm toknis dan pombangunan bidang 

kebersihan don portmmmnn untuk mornbordoyokun rnaoyarakot dalam kogiatan 

kebersilum dan po11 1mn11tm; 

i. m -ny I nggumknn pongololuun rotrlbuul umpuh rnolulul pombuatan aturan, 

k rjo onm d ngon plhok loin untuk monlngkatkan polayonun pongololaan ampah; 

j. m Ink ·onokan pengadaan sarana dan prasarana keborslhan dan portamanan guna 

p ningkatan kualitas pengelolaan kebersihan dan pertamanan; 

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan kebersihan dan pertamanan 

sebagai bahan perencanaan kegiatan; 

I. melaksanakan evaluasi dampak yang timbul dalam pengelolaan sampah dan 

pertamanan untuk mendapatkan program pengelolaan yang lebih baik; 

m. menyelenggarakan dan memfasilitasi pembuatan Tempat Pembuangan Sementara 

(TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah pada daerah pemukiman yang 

membutuhkan; 

n. menyelenggarakan pengelolaan sampah di TPA guna optimalisasi pelayanan TPA; 

o. menyelenggarakan pembuatan taman median jalan dan sisi jalan mendasarkan hasil 

koordinasi dengan instansi terkait guna meningkatkan keindahan; 

p. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan keputusan; 

q. membina, membimbing dan mengawasi tugas Dinas yang dilaksanakan UPT dan 

atau Perangkat Daerah lain melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk 

teknis, pemberian pendidikan dan latihan serta kunjungan lapangan agar 

pelaksanaan tugas dinas yang dilaksanakan efektif dan efisien; 

r. membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan tugas; 

S. 

t. 

u. 

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan 

prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 

melaporkan kegiatan Seksi Kebersihan dan Pertamanan kepada atasan sebagai 

pertanggung jawaban kegiatan; 

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. 

Paragraf 2 

Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan 

Pasal22 

Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok mengelola kegiatan 

penyehatan lingkungan guna optimalisasi pelayanan kesehatan lingkungan. 



Pasal23 

Uraian Tugas Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan sebagai berikut : 

a. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Seksi Penyehatan 

Lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. memberikan saran dan pertimbangan di bidang penyehatan lingkungan kepada 

atasan sebagai bahan masukan pengambilan keputusan; 

c. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna 

mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

e. menyelenggarakan melaksanaan pendataan sumber air bersih berdasarkan data 

primer maupun sekunder untuk perencanaan yang optimal; 

f. menyelenggarakan pendataan daerah rawan air bersih berdasarkan data primer 

maupun sekunder untuk perencanaan yang optimal; 

9- menyelenggarakan perencanaan pemanfaatan sumber air bersih bagi masyarakat 

pada daerah rawan air bersih agar pembangunan sumber air bersih dapat 

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan; 

h. menyelenggarakan dan memfasilitasi tercukupinya sarana dan prasarana 

penyediaan air bersih bagi masyarakat untuk meningkatkan ketersediaan air 

bersih; 

i. menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan di bidang air bersih guna 

meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi 

bencana di bidang air bersih; 

j. 

k. 

I. 

m. 

n. 

menyelenggarakan monitoring dan evaluasi di bidang air bersih sebagai upaya 

tindak lanjut penyediaan air bersih; 

menyelenggarakan pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan air bersih 

guna kelancaran pembangunan sarana dan prasarana air bersih; 

menyelenggarakan dan memfasilitasi inventarisasi, perencanaan dan penyediaan 

sarana dan prasarana penyehatan lingkungan hidup di wilayah permukiman untuk 

meningkatkan pelayanan penyehatan lingkungan; 

menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan lnstalasi Pengolah Limbah Tinja 

(IPLT) agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan; 

menyelenggarakan pemberian informasi pengelolaan sarana pembuangan air 

limbah di perkotaan dan pedesaan guna meningkatkan kesadaranan masyarakat 

dalam pengelolaan air limbah; 



o. menyelenggarakan percontohan pemasyarakatan pembuatan sarana sanitasi 

sederhana guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sarana 

sanitasi sederhana; 

p. menyelenggarakan dan memfasilitosl poloyonon pembuangan tinja sebagai upaya 

meningkatkan kesehatan lingkungan; 

q. menyelenggarakan kegiatan inventarlsasl pendataan dan pemutakhiran data 

sebagai bahan analisis kebijakan; 

r. memberi informasi kebijakan teknis pemasaran kepada pihak yang berkepentingan 

guna meningkatkan arus informasi pelayanan; 

s. membina, membimbing dan mengawasi tugas Dinas yang dilaksanakan UPT dan 

atau Perangkat Daerah lain melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk 

teknis, pemberian pendidikan dan latihan serta kunjungan lapangan agar tugas 

Dinas yang dilaksanakan efektif dan efisien· 
' 

t. membimbing dan menilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan tugas; 

u. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan 

prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 

v. melaporkan kegiatan Seksi Penyehatan Lingkungan kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban kegiatan; 

w. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. 

Bagian Kelima 

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

Pasal24 

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 

mempunyai tugas pokok mengelola pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup guna optimalisasi pelayanan di bidang pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup. 

Pasal25 

Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Hidup sebagai berikut: 

a. 
. b h n perumusan kebijakan teknis di bidang 

mengkoordinasikan peny1apan a a 
r k an hidup· pengendalian pencemaran dan kerusakan mg ung ' 



b. mengkoordinasikan pemberian saran dan pertimbangan di bidang pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kepada atasan sebagai bahan 

masukan pengambilan keputusan; 

c. mengkoordinasikan pembuatan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan di 

lingkup Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup guna 

tercapainya sinkronisasi pelaksanaan; 

d. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

e. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna 

mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

f. merencanakan pelaksanaan program pengendalian, pencegahan dan 

penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup guna tercapainya 

efisiensi dan efektivitas kegiatan; 

9- mengkoordinasikan pengawasan, pembinaan dan pengendalian untuk 

meningkatkan ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan kualitas 

lingkungan hidup guna tercapainya efisiensi dan efektivitas kegiatan; 

h. mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup guna tercapainya efisiensi dan efektivitas kegiatan; 

i. mengkoordinasikan pendataan sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan 

hidup untuk perencanaan dan pelaksanaan pemulihan kerusakan lingkungan; 

j. mengkoordinasikan pengujian awal kualitas lingkungan air secara kimiawi untuk 

parameter terbatas guna kelancaran pelaksanaannya; 

k. mengkoordinasikan pengujian kualitas lingkungan hidup melalui Uji Laboratorium 

sendiri maupun Laboratorium Rujukan bila diperlukan agar pelaksanaan pengujian 

sesuai dengan kebutuhan; 

I. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembentukan dan fasilitasi pelaksanaan 

tugas Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) Kabupaten 

guna mengefektifkan pengendalian lingkungan hidup; 

m. mengkoordinasikan pelaksanaan analisis dan evaluasi kualitas lingkungan hidup 

guna sinkronisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 

n. mengkoordinasikan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data yang berkaitan 

dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup guna 

0. 

p. 

sinkronisasi pelaksanaan dan data bahan perumusan kebijakan; 

mengkoordinasikan pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan atau 

perusakan lingkungan hidup guna tercapainya efisiensi dan efektivitas kegiatan; 

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan 

orosedur vanQ berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 

dan 



q. mengkoordinasikan pelaksanmm pemblnaan, blrnblngan dan pengawasan 

terhadap tugos yang dilaksornkan UPT dan atau Porangkat Daerah lain melalui 

pembuatan petunjuk pelakr-a110011, potu11juk toknls dun tlnja11an lapangan agar 

pelaksarman tuga yang dlllmpullkun ofoktlf dun ofiulon; 

r. membimbing don mcmllol kinorjo bowoho11 ouno monlngkutkan ofoktivttas dan 

efisi nsi pelnk ·onoon tugas; 

s. MDl3ksant1kan tugas lain sesual bldang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. 

Paragraf 1 

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian 

Pasal26 

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok mengelola 

pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup guna 

optimalisasi pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. 

Pasal27 

Uraian tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian sebagai berikut: 

a. menyusun rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Seksi Pengawasan dan 

Pengendalian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. memberikan saran dan pertimbangan di bidang pengawasan dan pengendalian 

lingkungan hidup kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan keputusan; 

c. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna 

mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

e. 

f. 

g. 

h. 

menyelenggarakan pengawasan penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan 

hidup dalam upaya menjaga kelestarian fungsi lingkungan; 

menyelenggarakan pengawasan penerapan izin pemanfaatan lingkungan hidup 

untuk mengetahui kesesuaian dengan persyaratan izin yang diberikan; 

menyelenggarakan pengawasan penerapan baku mutu lingkungan hidup dan 

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup melalui pengujian kualitas lingkungan air 

secara kimiawi guna mengetahui kualitas baku mutu lingkungan hidup; 
· · I I · U .. L b torium menyelenggarakan pengujian kualitas hngkungan h1dup me a u1 JI a ora 

sendiri maupun Laboratorium Rujukan bila diperlukan untuk memperoleh data yang 

akurat; 



i. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran dan 

kerusakan sebagai upaya pengendalian dampak lingkungan hidup; 

j . menyelenggarakan analisis kualitas parameter lingkungan hidup guna 

perencanaan baku mutu lingkungan; 

k. menyelenggarakan pembentukan dan fasilitasi pelaksanaan tugas Komisi Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) Kabupaten guna untuk 

mengefektifkan pengendalian lingkungan hidup; 

I. menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan dokumen Amdal dan dokumen 

UKL-UPL agar terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen 

dan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup; 

m. menyelenggarakan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data pencemaran 

dan kerusakan lingkungan hidup sebagai bahan analisis kebijakan; 

n. menyelenggarakan pembentukan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Pejabat 

Pengawas Lingkungan Hidup guna meningkatkan pengawasan dan pengendalian 

lingkungan hidup; 

o. melaksanakan pengawasan penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup 

untuk menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 

p. membina, membimbing dan mengawasi tugas dinas yang dilaksanakan UPT dan 

atau Perangkat Daerah lain melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk 

teknis, pemberian pendidikan dan latihan serta kunjungan lapangan agar tugas 

Dinas yang dilaksanakan efektif dan efisien ; 

q. membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan tugas; 

r. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan 

prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat; 

s. melaporkan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian kepada atasan 

sebagai pertanggungjawaban kegiatan; 

t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. 

Paragraf 2 

Kepala Seksi Pembinaan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 

Pasal28 

Kepala Seksi Pembinaan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mempunyai 
· h'd una tugas pokok mengelola pembinaan dan penyelesaian sengketa hngkungan I up 9 

terwujudnya pemahaman dan keselarasan pengelolaan lingkungan hidup. 



Paaal29 

Uraian Tugas Kepala Seksl Pemblnaan dan Penyelesalan Sengkota Lingkungan Hidup 

sebagaiberikut : 
a. menyusun rencana dan jndwol kogluton oksl Pombinaan dan Ponyelesaian 

Sengketa Lingkungon Hldup oobugul podornon polaknumwn tugm;; 

b. 111 mberikon onm don p rtlmbongon di bldanc, pomblnoon cJan penyelesaian 

sengketa lingkungan k pada otasan sebagal bahan maoukan pongambilan 

k putu 'tm; 

C. 

d. 

111 njabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas 

dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga 

masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna 

memperoleh kesatuan pendapat; 

e. menyelenggarakan dan memfasilitasi pembinaan lingkungan hidup untuk 

meningkatkan pemahaman pengelolaan lingkungan hidup; 

f. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar dan/atau melalui 

pengadilan guna optimalisasi pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup; 

g. melaksanakan pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan 

lingkungan hidup guna mendukung upaya pembinaan dan penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup; 

h. menyelenggarakan jaringan jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan di 

luar pengadilan guna meningkatkan pelayanan; 

i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan 

Hidup (PPNS-LH) guna mendukung upaya pembinaan dan penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup; 

j. melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan pemrakarsa kegiatan 

dalam pengelolaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 

hidup; 

k. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data yang 

berkait dengan pembinaan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagai 

bahan analisis kebijakan; 

I. memberikan informasi kebijakan teknis pengelolaan pembinaan dan penyelesaian 

sengketa lingkungan guna meningkatkan pemahaman pihak yang berkepentingan; 

m. membina, membimbing dan mengawasi tugas Dinas yang dilaksanakan UPT dan 

atau Perangkat Daerah lain melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk 

teknis, pemberian pendidikan dan latihan serta kunjungan lapangan agar 

pelaksanaan tugas dinas yang dilaksanakan efektif dan efisien; 

n. membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan 



o. I melaporkan kegiatan Seksi Pembinaan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan 

. Hidup kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; 

p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. 

Bagian Keenam 

UPT 

Pasal30 

Tugas pokok, uraian tugas jabatan dan tata kerja UPT diatur kemudian dengan 

Peraturan Bupati. 

Bagian Kedelapan 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal31 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang 

menunjang pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan keahlian bidang masing­

masing berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

(2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja; 

(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

BAB IV 

TATA KERJA 

Pasal 32 

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 

oleh Bupati. 

Pasal 33 

Bagian dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian dan Kepala Bidang, 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, sedangkan Sub 

Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang masing­

masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian dan Kepala 

Bidang yang membawahinya. 

Pasal 34 

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing­

masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior kepangkatannya 

dan dituniuk oleh Kepala Dinas. 



Pasal35 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala 

Sub Bagian dan Kepala Seksl, Kepala UPT dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional 

serta para Pejabat Fungslonal pada Dinas Llngkungan Hldup wajib menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi, slnkronisasi dan simplifikasl secara vertlkal dan horison1al baik 

dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas 

pokoknya. 

Pasal36 

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab 

memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan 

petunjuk bagi pelaksanaan tugas. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi harus mentaati perintah petunjuk atasan dan 

bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan 

berkala tepat pada waktunya. 

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya 

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih 

lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. 

(4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan 

wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 

mempunyai hubungan kerja. 

(5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan 

organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada 

bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. 

Pasal37 

Para Kepala Bidang, para Kepala UPT dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada 

Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan laporan tersebut 

Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Dinas. 

BABV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal38 

(1) Rincian tugas jabatan struktural dan uraian tugas jabatan fungsional umum akan 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan 

yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 



(2) Pembentukan Sub-sub Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan lebih lanjut 

dengan Peraturan Kepala Dines berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal39 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pe\aksanaannya 

diatur \ebih lanjut dengan Peraturan Kepa\a Dinas. 

Pasal40 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 

Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi , Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja pada 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 41 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas. 

Disahkan di Purwokerto 

pada tanggal 1 7 JAN 2mn 
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